SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/180/KUM /2026
TENTANG

PENUNJUKAN ANGGOTA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA, PASUKAN
PENGAWAL PENGIBAR BENDERA PUSAKA, DAN TIM PELATIH DAN ASISTEN

PELATIH PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA PERSIAPAN HARI

ULANG TAHUN KE 81 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DAN

HARI BESAR NASIONAL TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan
Pengibaran Bendera Pusaka Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2026, perlu menetapkan Anggota Pasukan
Pengibar Bendera Pusaka, Pasukan Pengawal Pengibar
Bendera Pusaka, dan Tim Pelatih dan Asisten Pelatih
Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Persiapan Hari Ulang
Tahun ke 81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari
Besar Nasional Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penunjukan Anggota Pasukan Pengibar
Bendera Pusaka, Pasukan Pengawal Pengibar Bendera
Pusaka, dan Tim Pelatih dan Asisten Pelatih Pasukan
Pengibar Bendera Pusaka Persiapan Hari Ulang Tahun ke
81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Besar
Nasional Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5067);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Keolahragaaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6728);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan  Keolahragaan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang
Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3
Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program
Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan  Perangkat Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan  Perangkat Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 3);
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11);

20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun
2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun
2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2026 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka,
Pasukan Pengawal Pengibar Bendera Pusaka, dan Tim Pelatih
dan Asisten Pelatih Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
Persiapan Hari Ulang Tahun ke 81 Kemerdekaan Republik
Indonesia dan Hari Besar Nasional Tahun 2026 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
bertugas menyelenggarakan kegiatan yang berkenaan dengan
Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2026.

Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
Anggaran 2026.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan

pada tanggal 13 Mei 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.

SYAFRUDIN NOOR
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Tembusan:

1.
2.

3.
4.

Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan

Komandan Kodim 1003 Hulu Sungai Selatan

Kapolres Hulu Sungai Selatan

Yang bersangkutan
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/180/KUM /2026

TENTANG

PENUNJUKAN ANGGOTA PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA, PASUKAN PENGAWAL
PENGIBAR BENDERA PUSAKA, DAN TIM
PELATIH DAN ASISTEN PELATIH PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA PERSIAPAN
HARI ULANG TAHUN KE 81 KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA DAN HARI BESAR
NASIONAL TAHUN 2026

DAFTAR NAMA NAMA ANGGOTA PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO NAMA SEKOLAH KETERANGAN
1 MUHAMMAD ADITYA SMA NEGERI 1 ANGGOTA
ERZA FAHENDRA KANDANGAN PASKIBRAKA
9 MUHAMMAD AIDIL SMK NEGERI 1 ANGGOTA
FITRIADY KANDANGAN PASKIBRAKA
SMA NEGERI 1 ANGGOTA
3 | MUHAMMAD ALI RIDHO KANDANGAN PASKIBRAKA
4 REYHAN GIOVANNI SMA NEGERI 1 ANGGOTA
TARIGAN KANDANGAN PASKIBRAKA
5 MUHAMMAD DAFFA SMA NEGERI 1 ANGGOTA
NUR IHWAN KANDANGAN PASKIBRAKA
6 MUHAMMAD RIFKY SMA NEGERI 1 DAHA ANGGOTA
HANAFI UTARA PASKIBRAKA
SMA NEGERI 1 ANGGOTA
7 | MUHAMMAD RAYYAN KANDANGAN PASKIBRAKA
8 NABIL MUSHAFFA SMA NEGERI 1 ANGGOTA
RAHMAN KANDANGAN PASKIBRAKA
9 AHMAD NAUFAL SMA NEGERI 1 ANGGOTA
AKHYARI KANDANGAN PASKIBRAKA
SMA NEGERI 1 ANGGOTA
10 | AHMAD HAFI MAULIDI KANDANGAN PASKIBRAKA
SMA NEGERI 1 ANGGOTA
11 | DHAMAR SAPUTRA KANDANGAN PASKIBRAKA
MA AL IRSYAD ANGGOTA
12 | AKHMAD ZAHRI YAHYA KANDANGAN PASKIBRAKA
13 MUHAMMAD ARIF SMA AL BALADUL ANGGOTA
KURNIANTO AMIN PASKIBRAKA
14 MUHAMMAD SMA NEGERI 1 ANGGOTA
ALDIANSYAH SIMPUR PASKIBRAKA
15 MUHAMMAD FADHIL SMA AL BALADUL ANGGOTA
NUGRAHA AMIN PASKIBRAKA
16 MUHAMMAD RAHIL SMA NEGERI 1 ANGGOTA
ABRARI KANDANGAN PASKIBRAKA
SMK NEGERI 1 ANGGOTA
17 | NAYLA FEBRINA KANDANGAN PASKIBRAKA
SMA NEGERI 1 ANGGOTA
18 | MEYLINDA AULIA PUTRI KANDANGAN PASKIBRAKA
19 | MONARA TULLU’LU SMA NEGERI 1 ANGGOTA
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KANDANGAN PASKIBRAKA
SMA NEGERI 1 ANGGOTA

20 | AUREL RESNA HESTY KANDANGAN PASKIBRAKA
SMA NEGERI 2 ANGGOTA

21 | TYARA PUTRI KANDANGAN PASKIBRAKA
oo | SHAFIRA AGNIA SMA NEGERI 1 ANGGOTA

RAMADHANI KANDANGAN PASKIBRAKA
SMA NEGERI 2 ANGGOTA

23 | MUTIA SELVIA KANDANGAN PASKIBRAKA
SMA NEGERI 2 ANGGOTA

24 | HANNIFAH RAIHANIAH NN ARKIDEARA
SMK NEGERI 2 ANGGOTA

25 | SALSABILA ASSAFA KANDANGAN PASKIBRAKA
SMA NEGERI 1 ANGGOTA

26 | AISYA DARA AL FATIRA NN ARKIDEARA
ANGGOTA

27 | RISKA AULIA SMKN 1 LOKSADO paSenD B
»g | KHERENINA AULIA SMA NEGERI 2 ANGGOTA

RAHMAH KANDANGAN PASKIBRAKA
SMK NEGERI 1 ANGGOTA

29 | RAUDAH KANDANGAN PASKIBRAKA
SMA NEGERI 1 DAHA ANGGOTA

30 | SELA AULIA UTARA PASKIBRAKA
ANGGOTA

31 | NUR ISLAMIYAH SMAN 1 ANGKINANG pARaE R
SMK NEGERI 1 ANGGOTA

32 | NAZWA ANNIEZA KANDANGAN PASKIBRAKA

II.

PASUKAN PENGAWAL PENGIBAR BENDERA PUSAKA KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

NO NAMA PANGKAT/NRP JABATAN INSTANSI
Komandan
1 | RONNY PRIYANTO IPDA/77040180 Pasukan POI_% § SE S
Pengawal
9 MUHAMMAD BRIPDA/04100513 Pasukan POLRES
SHALLU RAMADHAN Pengawal HSS
3 | NORIL NOKTAHSSYA BRIPDA/02121254 Pasukan POLRES
Pengawal HSS
MUHAMMAD DIDIN BRIPDA/05050265 Pasukan POLRES
* | HAFIZHUDDIN Pengawal HSS
MUHAMMAD RAIHAN | BRIPDA/06110163 Pasukan POLRES
S | JAMIL Pengawal HSS
MUHAMMAD ARKAN BRIPDA/07010089 Pasukan POLRES
© | rsaQIry Pengawal HSS
SERKA /3100063977 Pasukan KODIM
7 | JOKO SETIYOKO 0580 Pengawal HSS
SERTU/3103068007 Pasukan KODIM
8 | SUSANTO 0183 Pengawal HSS
SERDA/311001714 Pasukan KODIM
9 | SUKARMIN 61190 Pengawal HSS
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PRAKA/3116030291 Pasukan KODIM
10 | TRI SUHANDOKO 1296 Pengawal HSS

PRAKA/3117024848 Pasukan KODIM
11 | ERRY PRASETYA 0395 Pengawal HSS

III.

TIM PELATIH DAN ASISTEN PELATIH PASUKAN PENGIBAR PENDERA
PUSAKA PERSIAPAN HARI ULANG TAHUN KE 81 KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA DAN HARI BESAR NASIONAL TAHUN 2026

NO NAMA PANGKAT,/NRP JABATAN | INSTANSI
1 | YANDI GUNAWAN BRIPKA/87120858 | PELATIH | POLRES HSS
2 | RIFDA AYU FANESYA | BRIPDA/02070595 | PELATIH | POLRES HSS
3 | SUKUR SERMA/ 317955051 18410 | ppiaTIH | KODIM HSS
4 | SUNARKO BUDIARSO | SPRMA/ 17505183803 | ppraTIH | KODIM HSS
5 lapg M PRIATNA, | 199305232025211042 | PELATIH | PPI HSS
6 gliIfITﬁH RAKHMAN, | 197804162007012012 | PELATIH KESBI?é\ISGPOL
7 Mggﬁwﬁﬁ]) AGUS | BRIPDA/00080907 /;ES:IL?;,FTEIDE POLRES HSS
s | RODILAH SERKA/2111011694059 | ASISTEN | 4oy rse
o |HERY PURWANTO, S. ] ?ES:EAF'FTEIE Bl 1SS
10 | MUHAMMAD FAISAL ; ?Esliil"I‘EI:Ilj PPLHSS
11 | ZAINAB ] ?Eiﬁ:ﬂ PPLHSS
12 | HERI PARMANTO, SS | 198108152009041004 ‘QE}ZTTEIS RESBANTOL

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR




